‘BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGEKA
Nomor : 188.45/ s71.c /Dik/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013

BUPATI BANGKA,

Bahwa sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, maka Pemerintah Daerah berwenang
memberikan perizinan kepada satuan pendidikan yang
didirikan di Kabupaten Bangka;

bahwa perizinan sebagaimana dimaksud huruf a
diberikan kepada satuan pendidikan yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka pemberian izin
pendirian sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Bangka;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendidikan
Indonesia Nomor 50 Tahun 20 ntang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemeri aerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan APBD
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2013 No 3 Seri D);

17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bangka Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin Pendirian Sekolah pada Satuan
Pendidikan Dasar kepada SMPN 3 Merawang Jalan Raya
Desa Jurung dan SMPN 6 Sungailiat Jalan Tanjung
Pesona Desa Rambak Kecamatan Sungailiat .

Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tahggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat




